
































 

 

 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan 

melindungi kepentingan hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan 

perlindungan nyawa, kehormatan, serta harta benda. Pada dasarnya, kejahatan 

tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga dapat merusak 

struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
1
 setiap perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, 

terlebih apabila mengakibatkan hilangnya nyawa, dapat dikenai sanksi pidana. 

Perkembangan kejahatan yang semakin dinamis, khususnya kejahatan 

jalanan seperti begal, menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya tegas 

tetapi juga adil. Kejahatan begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

memiliki tingkat kekerasan tinggi dan seringkali menimbulkan ancaman serius 

terhadap keselamatan jiwa korban. Dalam situasi seperti ini, korban seringkali 

berada dalam kondisi terdesak yang memaksanya untuk melakukan pembelaan 

diri. 

Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, di mana 

korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru berpotensi diproses 

secara hukum. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan 

yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum. Selain itu, belum 

adanya parameter yang jelas mengenai batas kewajaran dalam pembelaan diri 

                                                           
1 Martini Idris, Kriminologi (Jakarta: Prenada Media, 2025). hlm.6 
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juga menjadi faktor yang memperumit penerapan noodweer exces. Perbedaan 

penafsiran antar aparat penegak hukum menyebabkan adanya inkonsistensi 

dalam penanganan kasus yang serupa. 

Namun demikian, hukum pidana juga mengenal adanya pengecualian 

terhadap pemidanaan dalam kondisi tertentu yang disebut sebagai alasan 

penghapus pidana. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas (noodweer exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 

ayat (2) KUHP. Ketentuan ini memberikan pengecualian pemidanaan terhadap 

seseorang yang melakukan pembelaan diri secara berlebihan apabila perbuatan 

tersebut secara langsung disebabkan oleh adanya keguncangan jiwa yang 

hebat akibat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, sehingga 

keadaan tersebut mengakibatkan pelaku tidak mampu mengendalikan diri 

secara wajar dalam situasi yang menekan, dan oleh karena itu hukum 

memberikan toleransi tertentu sepanjang tindakan tersebut masih memiliki 

hubungan yang erat dengan upaya mempertahankan diri dari bahaya yang 

mengancam.
2
 

Konsep noodweer exces berangkat dari pemahaman bahwa dalam 

keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, seseorang kerap berada 

dalam kondisi psikologis yang tidak stabil dan berada di bawah tekanan yang 

sangat tinggi. Perasaan takut, kepanikan, serta tekanan mental akibat serangan 

yang datang secara tiba-tiba dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk 

                                                           
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2002). hlm. 78 
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berpikir jernih, sehingga mendorongnya melakukan tindakan pembelaan diri 

yang melampaui batas kewajaran. Dalam situasi demikian, tindakan yang 

dilakukan tidak sepenuhnya didasari oleh niat jahat, melainkan lebih 

merupakan respons spontan yang muncul akibat gangguan psikis sementara, 

yang pada akhirnya mengurangi kemampuan pelaku untuk mengendalikan diri 

dan mempertimbangkan perbuatannya secara rasional. 

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini berawal dari adanya tindakan 

pembegalan yang dialami oleh korban, di mana korban melakukan perlawanan 

sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam 

keselamatan jiwanya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan 

tersebut, korban melakukan tindakan yang mengakibatkan pelaku begal 

meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum 

mengenai apakah tindakan korban dapat dikategorikan sebagai pembelaan 

terpaksa (noodweer) atau bahkan telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas (noodweer exces).  

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena dalam 

praktiknya sering kali sulit dibedakan antara tindakan pembelaan diri yang 

dibenarkan oleh hukum dengan tindakan yang dianggap melampaui batas 

pembelaan. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis 

penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP terkait noodweer exces dalam 

kasus begal yang menyebabkan kematian pelaku, serta menelaah 

pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya 
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unsur keguncangan jiwa yang hebat pada diri korban saat melakukan 

pembelaan diri. 

Prinsip hukum dalam sistem peradilan Indonesia mengenal konsep 

pembelaan terpaksa, yaitu hak seseorang untuk melindungi diri ketika 

menghadapi ancaman atau serangan fisik.
3
 Namun, penerapan prinsip ini 

kerap menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana, khususnya terkait 

batasan sejauh mana tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pembelaan 

terpaksa diatur dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa seseorang yang 

melakukan perbuatan pidana karena adanya ancaman atau serangan dapat 

dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, selama tindakan tersebut tidak 

melampaui batas kewajaran. Di sisi lain, prinsip persamaan di hadapan hukum 

menegaskan bahwa hukum harus diberlakukan secara adil dan setara bagi 

seluruh warga negara tanpa pengecualian. Tidak ada individu yang kebal 

terhadap hukum. Gagasan ini, yang dikenal sebagai rule of law, menjadi 

landasan utama dalam berbagai konstitusi modern serta merupakan pilar 

penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.
4
  

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan noodweer exces masih 

sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan aparat penegak hukum, 

terutama berkaitan dengan unsur subjektif berupa “kegoncangan jiwa yang 

                                                           
3 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 

hlm.56 

 
4 Nathanael Pratama Rezky, Aji Wibowo, and Edo Saputra, “Kajian Kriminologi Batasan 

Pembelaan Terpaksa ( Noodweer ) Dalam Kasus Pembunuhan Begal : Perspektif Hak Membela 

Diri Di Indonesia,” no. 2 (2025): 216–27.diakses 11 Oktober 2025 Pukul 22.44 
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hebat” yang menjadi syarat utama dalam menentukan apakah seseorang dapat 

dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Perbedaan pandangan ini terjadi 

karena unsur tersebut bersifat internal dan berkaitan erat dengan kondisi 

psikologis pelaku saat melakukan pembelaan diri, yang tidak dapat diamati 

secara langsung serta sulit diukur dengan parameter yang pasti. Dalam 

pelaksanaannya, aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala dalam 

membuktikan kondisi kejiwaan tersebut, mengingat keterbatasan alat bukti 

yang mampu menggambarkan secara objektif keadaan batin pelaku pada saat 

menghadapi serangan. Akibatnya, penilaian hukum dalam praktik lebih 

cenderung difokuskan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yakni 

meninggalnya pelaku kejahatan, dibandingkan dengan melakukan analisis 

secara menyeluruh terhadap konteks terjadinya serangan, tingkat ancaman 

yang dihadapi, serta situasi darurat yang dialami oleh korban. Keadaan ini 

berpotensi mengesampingkan aspek keadilan substantif, karena tidak 

sepenuhnya memperhatikan latar belakang psikologis dan kondisi situasional 

yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan pembelaan diri yang 

melampaui batas.
5
 

Ketidakseragaman penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut tercermin 

dalam berbagai putusan pengadilan yang belum menunjukkan konsistensi, 

baik dalam hal penerapan norma maupun dalam pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang 

cukup signifikan, baik bagi korban yang melakukan pembelaan diri maupun 

                                                           
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). hlm.164 
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bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan 

noodweer exces, karena perbedaan penafsiran tersebut dapat menimbulkan 

perbedaan hasil putusan dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa.
6
 

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan 

pada maraknya kasus kejahatan begal yang terjadi di wilayah perkotaan, 

termasuk di Kota Palembang, di mana intensitas dan tingkat kekerasannya 

kerap menimbulkan situasi yang berbahaya bagi korban. Dalam banyak kasus, 

korban begal tidak jarang melakukan perlawanan dengan menggunakan 

kekuatan yang berlebihan sebagai respons atas ancaman yang dihadapinya, 

bahkan hingga menyebabkan kematian pelaku. Keadaan ini kemudian 

memunculkan perdebatan hukum yang cukup serius, khususnya dalam 

menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh korban masih dapat 

dikualifikasikan sebagai bentuk pembelaan diri yang dibenarkan oleh hukum, 

atau justru telah melampaui batas sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu 

tindak pidana, seperti pembunuhan, yang menimbulkan konsekuensi hukum 

tersendiri. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan noodweer exces 

masih menghadapi berbagai kendala, baik secara konseptual maupun dalam 

aspek pembuktian, khususnya dalam perkara begal, di mana unsur 

“keguncangan jiwa yang hebat” kerap sulit dibuktikan secara objektif karena 

sangat berkaitan dengan kondisi psikologis yang bersifat subyektif dari korban 

pada saat kejadian berlangsung, sehingga hal tersebut menimbulkan kesulitan 

                                                           
6 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, (Jakarta: 

Softmedia, 2012), hlm. 148. 
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dalam menghadirkan alat bukti yang mampu menggambarkan secara tepat 

keadaan batin korban ketika menghadapi serangan. Akibatnya, aparat penegak 

hukum dalam praktiknya cenderung lebih menitikberatkan pada akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan tersebut, seperti meninggalnya pelaku, 

dibandingkan dengan melakukan penilaian yang menyeluruh dan 

komprehensif terhadap konteks serangan yang terjadi serta situasi darurat yang 

dihadapi oleh korban pada saat itu. 

Ketiadaan parameter yang jelas mengenai batas kewajaran dalam 

pembelaan diri menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di antara aparat 

penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, dalam menilai apakah 

suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer atau noodweer exces. 

Perbedaan penafsiran ini muncul karena tidak adanya standar yang tegas dan 

terukur dalam menentukan sejauh mana tindakan pembelaan diri masih dapat 

dianggap proporsional atau telah melampaui batas. Dalam beberapa kasus, 

tindakan pembelaan diri yang secara logika sosial dan rasa keadilan 

masyarakat dapat diterima justru tidak diakui sebagai noodweer atau 

noodweer exces dalam proses persidangan, karena penilaian hukum lebih 

berfokus pada aspek formal dan pembuktian yang kaku. Ketidakkonsistenan 

dalam penerapan hukum ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban 

kejahatan, khususnya mereka yang sebenarnya berada dalam posisi 

mempertahankan diri dari ancaman yang nyata. Selain itu, kondisi tersebut 

juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, serta secara 

tidak langsung melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan 
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pidana, karena hukum dianggap belum mampu memberikan perlindungan 

yang optimal bagi korban yang bertindak dalam keadaan terpaksa.Pengaturan 

pembelaan terpaksa melampaui batas atau “Noodweer exces” menurut pasal 

49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, 

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk 

mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan 

atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang 

melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh 

dihukum”, dan pada pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pembelaan terpaksa 

melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang 

hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk 

mengkaji secara empiris penerapan konsep noodweer exces dalam kasus 

kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban, khususnya dalam praktik 

penanganan perkara di Polrestabes Palembang, guna memberikan gambaran 

yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pidana yang adil dan 

proporsional 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dalam bagian 

latar belakang, berikut ini permasalahan yang akan di bahas : 

1. Bagaimana proses penerapan Noodweer Exces dalam kasus kematian 

pelaku begal akibat pembelaan diri korban di wilayah hukum Polrestabes 

Palembang? 
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2. Bagaimana pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam 

menentukan terpenuhinya unsur Noodweer Exces dalam kasus tersebut? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini disusun untuk memberikan batasan 

sekaligus memusatkan analisis agar tetap terarah, relevan, dan sesuai dengan 

kapasitas penulisan skripsi. Secara garis besar, penelitian ini mengkaji 

“Analisis Penerapan Noodweer Exces terhadap Kasus Kematian Pelaku Begal 

Akibat Pembelaan Diri Korban (Studi Kasus di Polrestabes Palembang)”. 

Pembahasan difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), khususnya terkait penerapan noodweer exces dalam proses 

penanganan perkara. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam 

mengenai penerapan noodweer exces dalam praktik penegakan hukum. 

Adapun sasaran dari penelitian ini ialah menganalisis, mengidentifikasi 

dan menjelaskan sebagai berikut: 

a. Menganalisis penerapan konsep Noodweer Exces terhadap kasus 

kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban (Studi kasus di 

Polrestabes Palembang). 

b. Mengetahui pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam 

menentukan terpenuhnya unsur Noodweer Exces pada kasus kematian 
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pelaku begal akibat pembelaan diri korban (Studi di Polrestabes 

Palembang). 

2. Manfaat penelitian 

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

dalam menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. 

Demikian pula dengan penelitian ini, yang diharapkan mampu 

memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun 

manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai alasan 

pemaaf dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan konsep noodweer exces 

secara tepat, objektif, dan proporsional, khususnya dalam menangani 

perkara yang berkaitan dengan pembelaan diri. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan 

hubungan antara konsep hukum pidana mengenai noodweer exces dengan 

praktik penerapannya dalam penanganan kasus kematian pelaku begal akibat 

pembelaan diri korban di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kerangka 
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ini menjadi dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang 

berlaku dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum, sebagai 

berikut: 

1. Noodweer Exces 

Noodweer exces merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan 

pelaku karena pembelaan diri dilakukan secara berlebihan akibat adanya 

keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan yang 

dialami. Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, Noodweer Exces didefinisikan 

dalam ketentuan ini untuk menghapuskan kesalahan atau kesalahan 

pidana, menjadi dasar pengampunan meskipun tindakan tersebut dianggap 

melanggar hukum.
7
 Dalam hal ini, perbuatan tetap bersifat melawan 

hukum, namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan. 

2. Kasus Kematian 

Kasus kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang timbul akibat 

perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena 

kelalaian, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Peristiwa 

tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa penilaian terhadap 

pertanggungjawaban pidana pelaku. Larangan terhadap tindakan yang 

menghilangkan nyawa orang lain juga memiliki dasar konstitusional, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang 

                                                           
7 Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014). hlm.475 
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menegaskan bahwa ”setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
8
 

3. Pelaku Begal 

Pelaku begal adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan tindak 

pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

yang umumnya terjadi di ruang publik seperti jalan raya, tempat sepi, atau 

kawasan minim pengawasan, dengan tujuan utama untuk menguasai harta 

benda milik orang lain secara melawan hukum. Dalam praktiknya, sering 

kali dilakukan dengan cara menghadang korban, mengintimidasi, melukai, 

atau bahkan mengancam nyawa korban menggunakan senjata tajam, 

senjata tumpul, maupun kekuatan fisik, sehingga korban berada dalam 

kondisi terpaksa menyerahkan barang miliknya. Aksi begal jelas 

menggangu keamanan masyarakat (public security) dan bahkan 

mengancam keamanan (human security).
9
 

4. Pembelaan Diri 

Pembelaan diri merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar 

dan proporsional untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, 

maupun harta benda dari serangan atau ancaman yang tidak dapat 

dihindari dengan cara lain. Dalam situasi demikian, individu tidak 

memiliki alternatif selain bertindak untuk mempertahankan dirinya. Oleh 

karena itu, pembelaan diri dipandang sebagai hak sekaligus kewajiban 

                                                           
8 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015). hlm.23 
9 Rahayu Kojongian and Rima Anggriyani, “Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena 

Kejahatan Begal Dengan Senjata Tajam Di Kota Kendari,” The Juris 8, no. 1 (2024): 342–48, 

https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1316.diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 Pukul 05.12 
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yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang guna menjaga 

keselamatan hidupnya.
10

 Dalam konteks hukum pidana, pembelaan diri 

bukanlah sekadar reaksi emosional, tetapi merupakan alasan pembenar 

yang membebaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban pidana jika 

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum positif (misalnya 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 49 KUHP). 

5. Korban 

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian 

akibat tindak pidana, perbuatan melawan hukum, maupun perbuatan atau 

kesalahan lainnya.
11

 Penderitaan yang dialami korban dapat muncul secara 

langsung sebagai akibat perbuatan pelaku, maupun secara tidak langsung 

sebagai konsekuensi lanjutan dari terjadinya tindak pidana, seperti trauma 

berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta terganggunya fungsi sosial 

korban. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korban dipandang 

sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu, antara lain hak atas 

perlindungan, hak atas keadilan, hak untuk memperoleh pemulihan 

(restitusi dan kompensasi), serta hak untuk mendapatkan pendampingan 

selama proses peradilan pidana berlangsung. 

  

                                                           
10 Nuzul Fajrin and Muhammad Fauzi Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri,” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2024): 48–59, 

https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390.diakses pada tanggal 14 Oktober 2025 Pukul 19.50 
11 Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, “Quo Vadis Perlindungan Korban 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.12, no. 

No.3 September (2023): 612–31, https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10. 
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F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Table 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

No. Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Tahun 

Jenis 

peneliti

an  

Univers

itas  

Rumusan 

masalah  

Kesimpulan dan 

perbandingan dengan 

penelitian sekarang  

1. Vernan

da 

Paristia

na Putri 

Implementas

i penegakan 

hukum 

terhadap 

korban yang 

melakukan 

pembelaan  

terpaksa 

hingga 

menyebabka

n matinya 

oranglain 

(studi kasus 

di polres 

metro 

Bekasi kota 

),(2024) 

Empiris  Univers

itas 

Islam 

Sultan 

Agung 

Apa faktor 

yang 

menyebabkan 

terjadinya 

pembelaan 

terpaksa 

(noodweer) 

hingga 

menyebabkan 

matinya 

orang lain? 
 

Penelitian terdahulu 

menyimpulkan bahwa 

pembelaan terpaksa 

(noodweer) yang 

dilakukan korban 

terhadap pelaku 

kejahatan dapat menjadi 

dasar penghapusan 

pidana apabila 

memenuhi unsur 

serangan yang melawan 

hukum dan bersifat 

segera. Penelitian 

tersebut menekankan 

bahwa korban tidak 

dapat dipidana karena 

tindakannya termasuk 

alasan pembenar 

sebagaimana diatur 

dalam Pasal 49 ayat (1) 

KUHP, meskipun 

mengakibatkan kematian 

pelaku. 

2. Rheza 

Claudia 

Agustin 

Analisis 

Yuridis 

Pembuktian 

Unsur 

Pembelaan 

Darurat 

Yang 

Melampaui 

Batas 

(Noodweer 

Exces) 

Normati

ev 

Univers

itas 

Jambi 

Bagaimana 

pengaturan 

tentang 

pembelan 

terpaksa yang 

melampaui 

batas 

(Noodweer 

Exces) dalam 

perkara 

tindak pidana 

Dapat disimpulkan 

bahwa keguncangan 

jiwa yang hebat timbul 

sebagai akibat adanya 

serangan atau ancaman 

serangan yang bersifat 

melawan hukum 

terhadap kepentingan 
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Pada Tindak 

Pidana 

Pembunuha

n, (2022) 

pembunuhan 

dalam hukum 

positif di 

Indonesia? 

hukum seseorang. 

3. Iman 

Baihaqi 
Pembelaan 

Terpaksa 

Yang 

Melampaul 

Batas 

(Noodweer 

Exces) 

Sebagal 

Alasan 

Dalam 

Penghapusa

n Pldana, 

(2024) 

Normati

ev 

Univers

itasIsla

m As-

Syafi‟iy

ah 

Penerapan 

Pembelaan 

Terpaksa 

(Noodweer) 

Dan 

Pembelaan 

Terpaksa 

Yang  

Melampaui 

Batas 

(Noodweer 

Exces) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penghapusan pidana 

dalam hukum pidana 

dibedakan menjadi 

alasan pembenar dan 

alasan pemaaf. 

Noodweer sebagaimana 

diatur dalam Pasal 49 

ayat (1) KUHP 

merupakan alasan 

pembenar yang 

menghapus sifat 

melawan hukum dari 

suatu perbuatan, 

sedangkan noodweer 

exces dalam Pasal 49 

ayat (2) KUHP 

merupakan alasan 

pemaaf yang menghapus 

unsur kesalahan pada 

diri pelaku. 

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan 

terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, serta objek yang diteliti. 

Penelitian Vernanda Paristiana Putri lebih menitikberatkan pada implementasi 

penegakan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa 
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(noodweer) hingga menyebabkan kematian pelaku, dengan menekankan pada 

alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. 

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan noodweer 

exces sebagai alasan pemaaf berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, terutama 

dalam kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban di wilayah 

hukum Polrestabes Palembang. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada 

analisis unsur keguncangan jiwa yang hebat serta pertimbangan hukum aparat 

penegak hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur noodweer exces. 

Selanjutnya, penelitian Rheza Claudia Agustin lebih berorientasi pada kajian 

normatif mengenai pembuktian unsur noodweer exces dalam tindak pidana 

pembunuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut 

menitikberatkan pada aspek teoritis dan pengaturan hukum terkait pembelaan 

terpaksa yang melampaui batas. Adapun penelitian ini menggunakan 

pendekatan empiris dengan melakukan penelitian langsung di Polrestabes 

Palembang untuk mengetahui penerapan konsep noodweer exces dalam 

praktik penegakan hukum, termasuk kendala yang dihadapi aparat penegak 

hukum dalam membuktikan unsur subjektif berupa keguncangan jiwa yang 

hebat pada korban. 

Selain itu, penelitian Iman Baihaqi lebih membahas secara umum mengenai 

perbedaan antara noodweer dan noodweer exces sebagai alasan penghapus 

pidana dalam hukum pidana. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek 

konseptual mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Berbeda dengan 

penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik mengkaji penerapan noodweer 



 

 

17 

 

 
 

exces dalam kasus begal yang mengakibatkan kematian pelaku akibat tindakan 

pembelaan diri korban, sehingga penelitian ini tidak hanya membahas konsep 

hukum secara teoritis, tetapi juga menelaah implementasinya secara empiris 

dalam praktik penanganan perkara oleh aparat penegak hukum di Polrestabes 

Palembang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu 

penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan praktiknya di 

dalam penanganan sebuah perkara. penerapan konsep noodweer exces 

dalam penanganan kasus kematian pelaku begal akibat aksi pembelaan diri 

korban oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polrestabes Palembang. 

Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku sosial (law in 

action). 

2. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi 

terhadap pihak-pihak aparat penegak hukum, khususnya penyidik 

Polrestabes Palembang yang menangani kasus begal dan perkara yang 

berkaitan dengan pembelaan diri, serta pihak lain yang dianggap 

memahami penerapan noodweer exces dalam praktiknya.  

b. Bahan Hukum Sekunder 
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Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi 

bahan hukum primer seperti KUHP, peraturan perundang-undangan 

terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, 

jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang 

relevan dengan noodweer exces, pembelaan diri, dan tindak pidana 

begal. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: 

a. Wawancara secara langsung dan terstruktur dengan penyidik atau 

aparat kepolisian di Polrestabes Palembang. Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelidikan dan 

penyidikan, pertimbangan hukum dalam menentukan status pembelaan 

diri, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan konsep noodweer 

exces. 

b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah 

Pasal 49 ayat (2) KUHP, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen 

resmi yang berkaitan dengan Noodweer Exces dan kasus kematian 

pelaku begal. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data secara deskriptif dan 

logis. Data primer hasil wawancara dipadukan dengan data sekunder dari 

studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara 
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ketentuan hukum pidana mengenai noodweer exces dengan penerapannya 

dalam praktik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian sistematis guna 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

Rancangan penulisan penelitian skripsi ini akan disusun secara keseluruhan 

dalam 4 (empat) bab utama, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan 

tujuan penelitian, definisi kerangka konseptual, tinjauan jurnal 

terdahulu sebagai landasan teori, metodelogi yang digunakan, serta 

sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam penyusunan 

karya ilmiah ini. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Noodweer Exces, 

Penerapan Noodweer Exces terhadap kasus kematian pelaku begal 

akibat aksi pembelaan diri korban. 

BAB III  Pembahasan 

Bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu analisis 

penerapan Noodweer Exces terhadap kasus kematian pelaku begal 

akibat pembelaan diri korban, dengan studi kasus di Polrestabes 

Palembang. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan data 

empiris yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum 

pidana yang berlaku guna menjawab rumusan masalah penelitian. 
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BAB IV  Penutup 

Bab ini, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang 

memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai   Noodweer Exces pada kasus kematian pelaku begal 

akibat aksi pembelaan diri korban dengan studi kasus di 

Polrestabes Palembang. 
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